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FREEDOM OF PRESS DALAM LINTASAN
SEJARAH PERS INDONESIA

Syafriadi

A. Pendahuluan

Pasang surut kemerdekaan pers Indonesia sudah dimulai sejarahnya
jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni ketika Pemerintah Hindia Belanda
menjajah Republik ini. Perkembangannya berhubungan erat dengan
suasana masyarakat kolonial yang menomorsatukan penduduk Belanda,
dan menempatkan pribumi seperti pendatang di negeri sendiri. Para pejabat
Belanda menerapkan sistem pemerintahan otoriter dengan memberlakukan
sistem kasta sebagai ciri masyarakat kolonial. Sebuah media massa baru
diizinkan terbit apabila media tersebut berpihak kepada kolonial.

Pengekangan atas kemerdekaan pers itu muncul ditandai dengan
terbitnya Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch Indie tahun 1856 yang
isinya menegaskan bahwa seluruh karya cetak, sebelum diterbitkan, satu
eksamplar harus dikirimkan terlebih dahulu kepada kepala pemerintahan
setempat dan pejabat justisi. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka
karya cetak tersebut dapat disita dan percetakannya disegel. Ketentuan
ini sekaligus memberlakukan sistem sensor yang bersifat preventif dari
Pemerintah Kolonial Belanda. Setengah abad kemudian, pada tahun 1906,
sensor bersifat preventif ini dicabut dan diubah dengan sensor bersifat
repressif. Dalam sensor repressif, setiap penerbit diharuskan mengirimkan
satu eksamplar karya cetak kepada pejabat-pejabat bersangkutan 24 jam
setelah barang cetakan itu diedarkan, bukan lagi sebelum diedarkan



sebagaimana diatur dalam Reglement tahun 1856." Ketentuan ini lahj
setelah dijatuhkannya hukuman badan dan pembuangan oleh Pemerintah
Hindia Belanda kepada wartawan-wartawan yang gigih memperjuangkan
kemerdekaan pers.

Setelah 25 tahun memberlakukan sistem sensor repressif, Pemerintah
Hindia Belanda melahirkan Persbreidel Ordonantie pada tanggal 7 September
1931. Ordonantie ini memberi wewenang kepada Gubernur Jendral untuk
melarang terbit setiap penerbitan yang dinilai mengganggu ketertiban
umum. Pada Pasal 2 Ordonantie itu dinyatakan, “Gubernur Jendral berhak
melarang pencetakan, penerbitan dan penyebaran suatu surat kabar paling lamgq
delapan hari. Bila lewat dan kemudian surat kabar itu terbit dan mengulang
pemberitaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum maka ancaman yang
delapan hari akan menjadi lebih lama, tetapi tidak akan melebihi 30 hari berturut-
turut”. Tindakan lain yang memomokkan kehidupan pers pada zaman itu
adalah Haatzaai Artikelen yang diatur pada beberapa pasal di dalam Wetboek
van Straifrecht yang diundangkan pada tanggal 15 Maret 1914. Pasal-pasal ini
mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan permusuhan,
kebencian serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia
Belanda dan terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia
Belanda.

Kendati dihadapkan dengan berbagai peraturan yang mengekang,
pers Indonesia telah berfungsi sebagai sarana mengungkapkan aspirasi
kebangsaan dan sekaligus sebagai wadah agitasi politik. Fungsi ini
dapat diamati pada kurun waktu 1931-1936 di mana sedikitnya 27 surat
kabar tunduk, patuh dan tak bisa berkutik melawan tindakan-tindakan
pemerintah terhadap pers termasuk di antaranya menangkap, menahan
dan memenjarakan beberapa wartawan yang dianggap melakukan agitasi
politik. Pada masa ini, profesi wartawan menjadi sebuah kebanggaan dan
kehormatan walaupun di belakang profesi itu terkandung risiko yang harus |
dihadapi para jurnalis. Menurut Tribuana Said, “Sejarah Indonesia membuktikan
bahwa di masa pergerakan kemerdekaan, jurnalis Indonesia adalah pahlawan
dan pejuang dalam pergerakan melawan kolonialisme Belanda. Sebagai pejuang
kebebasan, jurnalis Indonesia mengemban dua tugas sekaligus. Sebagai jurnalis mereka
bertanggung jawab menuliskan berita dan menyajikan informasi demi meningkatkan
kesadaran berbangsa di masyarakat secara bertahap. Sebagai aktivis politik, para
jurnalis terjun langsung dalam gerakan perlawanan melawan kolonialisme. Dua

'Krisna Harahap, Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia (Bandung: Grafitri,
2008), him. 27.
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